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KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI 
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Nomor: 158 Tahun 1987 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

 

A. Konsonan 

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
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 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء
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 Ya Y ye ي

 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 
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Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

 Fathah dan وَْ...

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -

 fa`ala  فَ عَلََ -

 suila  سُئِلََ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 



 

xi 
 

يْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُالْمَدَِ -   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

 talhah   طلَْحَةَْ -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلََ -

 al-birr  البِرَ -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
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depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لَُالَْْلََ -  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u الن َّوْءَُ -

 inna إِنََّ -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

فَ هُوََخَيَُْْالرَّازقِِيََْ - -Wa innallāha lahuwa khair ar  وََإِنََّاللهََ

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمَِاِللهَمََْرَاهَاَوََمُرْسَاهَا -

 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf 

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدَُلِلهَرَبِ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 
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الرَّحِيْمََِالرَّحْْنَِ -    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.  

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْر 

َا - عًالَُلِلِِ  ي ْ مُوْرَُجََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Ricko Prasetyo Wibowo. Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan 

Instrumen Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada Pre-order Konveksi 

Di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Skripsi 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan 

bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi 

serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field 

research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik 

usaha konveksi New Golden dan konsumen, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari literatur fikih muamalah dan sumber hukum terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bilyet giro 

dalam transaksi pre-order konveksi merupakan bentuk pembayaran 

tertunda yang dalam praktiknya belum memberikan kepastian 

pembayaran kepada pihak penjual. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

kasus giro kosong akibat saldo tidak mencukupi, penundaan pencairan 

dana, serta wanprestasi pembeli yang tidak memenuhi kewajiban 

pembayaran sesuai kesepakatan. Kondisi tersebut berdampak pada 

terganggunya arus kas usaha karena pihak penjual telah mengeluarkan 

biaya produksi sebelum pembayaran diterima secara efektif. 

Dari perspektif hukum Islam, praktik penggunaan bilyet giro 

dalam transaksi pre-order konveksi di New Golden belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip kepastian (al-bayyinah), keadilan (al-‘adl), dan 

terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar). Hal ini disebabkan oleh 

tidak adanya jaminan ketersediaan dana pada saat pencairan serta 

adanya ketidakseimbangan risiko yang lebih banyak ditanggung oleh 

pihak penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

bilyet giro dalam transaksi pre-order konveksi cenderung menimbulkan 

ketidakpastian pembayaran dan berpotensi merugikan pihak penjual, 

sehingga praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-

prinsip muamalah Islam. 

 

Kata kunci: Bilyet Giro, Pre-order Konveksi, Gharar, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 

Ricko Prasetyo Wibowo. An Islamic Legal Review of the Use of Giro 

Instruments as a Means of Payment for Pre-Orders in Convection 

Businesses in Keweden Village, Ulujami District, Pemalang Regency. 

Thesis, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University of Pekalongan. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. 

 

This study aims to analyze the practice of using bilyet giro as a 

means of payment in pre-order garment transactions and to assess its 

compliance with Islamic legal principles. This research uses a 

qualitative method with a field research approach. Primary data were 

obtained through interviews with the owner of the New Golden garment 

business and consumers, while secondary data were obtained from fiqh 

muamalah literature and related legal sources. 

The research results indicate that the use of a giro check in pre-

order garment transactions is a form of deferred payment that, in 

practice, does not yet provide payment certainty to the seller. This is 

evidenced by cases of bounced checks due to insufficient balances, 

delays in fund disbursement, and buyer defaults in fulfilling payment 

obligations according to the agreement. These conditions affect the cash 

flow of the business because the seller has already incurred production 

costs before payment is effectively received. 

From the perspective of Islamic law, the practice of using a giro 

slip in pre-order transactions for clothing at New Golden does not fully 

reflect the principles of certainty (al-bayyinah), justice (al-‘adl), and 

avoidance of elements of uncertainty (gharar). This is due to the absence 

of guarantees for fund availability at the time of disbursement and the 

imbalance of risks, with more risk borne by the seller. Thus, it can be 

concluded that the use of a giro slip in clothing pre-order transactions 

tends to create payment uncertainty and has the potential to harm the 

seller, making this practice not fully in accordance with the principles of 

Islamic transactions (muamalah). 

 

Keywords: Giro Slip, Pre-order Convection, Gharar, Breach Of 

Contract. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan aktivitas perdagangan dikalangan masyarakat 

desa saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama 

didalam sektor (UMKM) usaha mikro, kecil, dan menengah.1 Salah 

satu contoh konkret dari dinamika ini dapat diamati pada pelaku 

usaha konveksi yang berkembang pesat di Desa Keweden, 

Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dalam praktik jual beli 

barang hasil produksi konveksi, sistem pembayaran yang digunakan 

tidak selalu bersifat tunai, melainkan melalui metode pembayaran 

yang tertunda. Salah satu instrumen pembayaran yang digunakan 

dalam transaksi semacam itu adalah giro.2  

Fenomena penggunaan giro dalam transaksi jual beli ini telah 

menjadi praktik yang lumrah, termasuk dalam sistem pre-order 

konveksi. Pada umumnya, para pembeli usaha menyerahkan bilyet 

giro sebagai bukti janji pembayaran yang akan dicairkan pada tanggal 

tertentu.3 Banyak transaksi pre-order yang terjadi antara pemilik 

usaha konveksi sebagai penjual dan pemesan barang sebagai pembeli 

                                                     
1Solafide Christova Pasaribu, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima 

Jaminan Alat Pembayaran Cek Dan Bilyet Giro Kosong”, (Program Magister Hukum 

FHUI 2), (2022). 
2 Edi Setiadi, “Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan 

Bilyet Giro Syariah”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), (2015). 
3 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia, “No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet 

Giro”. 
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dilakukan dengan penyerahan giro sebagai alat pembayarannya, yang 

selanjutnya akan dicairkan sesuai tanggal yang disepakati bersama.4 

Dalam kenyataannya, transaksi jual beli yang menggunakan giro 

sebagai alat pembayaran tidak selalu berjalan lancar.  

Walaupun giro sudah memiliki tanggal jatuh tempo, sering 

terjadi masalah yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, 

yaitu giro kosong.5 Giro kosong adalah keadaan di mana bilyet giro 

yang diserahkan tidak dapat dicairkan karena saldo di rekening 

penerbit tidak mencukupi. Kejadian semacam ini memunculkan 

ketidakpastian (gharar) dalam transaksi, mengganggu stabilitas 

kepercayaan antara para pihak, serta berpotensi menimbulkan 

sengketa ekonomi maupun hukum.6 Di Desa Keweden, telah terjadi 

kasus di mana pelaku usaha tidak dapat mencairkan giro yang 

diterimanya tepat waktu, sehingga berdampak pada kelangsungan 

usaha, pemenuhan pesanan, bahkan hubungan bisnis dengan mitra.7 

Situasi ini juga memicu kecemasan di kalangan pelaku usaha 

konveksi, karena mereka merasa dirugikan dari segi materi dan 

reputasi. Tidak hanya dari sisi ekonomi, persoalan ini juga 

menimbulkan keresahan dari sudut pandang moral dan agama. Dalam 

masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam, kegagalan dalam 

                                                     
4 Marysa Widya Fita Dela, “Penerapan Giro Wajib Minimum Yang Ditetapkan 

Bank Indonesia Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara Meddan), (2018). 
5 Solikin M.Juhro, "Pengantar Kebanksentralan Teori Dan Kebijakan", (Depok: 

PT. Rajagrafindo Persada), (2023). 

   6 Ahmad Naufal, ”Efektivitas Giro dalam Menjamin Transaksi Dagang 

Perspektif Syariah”, (Skripsi, UIN Malang), (2019). 
7 Syalshabilla Andi Puteri, Risma Seli Novitasari, and Sumriyah Sumriyah, 

“Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran”, Jurnal Relasi Publik 1, no. 2 

(2023). 
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memenuhi janji pembayaran menjadi sorotan etis yang cukup serius, 

karena mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan yang 

bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.8 Dalam hukum Islam, 

akad jual beli memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi 

oleh penjual dan pembeli. Prinsip tersebut meliputi adanya 

kesepakatan antara kedua pihak, objek transaksi yang halal dan jelas, 

serta terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.  

Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan 

kesepakatan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun waktu penyerahan. 

Sementara itu, pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan 

jumlah dan waktu yang telah disepakati agar transaksi berjalan 

dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.9 Penjual 

memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan 

baik itu dari segi jenis, kualitas maupun pada waktu saat penyerahan. 

Di sisi lain, pembeli wajib melunasi pembayaran sesuai nominal dan 

waktu yang telah ditetapkan dalam akad.10 Dalam konteks 

penggunaan giro, prinsip kejelasan nilai dan waktu pencairan menjadi 

sangat penting.11  

Apabila nilai dalam giro tidak dapat dicairkan sesuai dengan 

kesepakatan atau tanggal jatuh tempo, maka telah terjadi pelanggaran 

terhadap hak penerima, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 

                                                     
8 Siti Komariyah, “Transaksi Pre-order Online dan Implikasinya dalam Hukum 

Islam”, (Skripsi, IAIN Pekalongan), (2022). 
9 Setiadi, “Analisis Faktor Kepuasan Pelaku Bisnis Terhadap Penggunaan Bilyet 

Giro Syariah”, Jurnal UPY (2024). 
10 Ibnu Setio Utomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-

order",  11, no. 1 (2019). 
11 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa No. 13/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Giro”, Jakarta: DSN-MUI, 2000. 
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dzalim. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kejelasan (bayyinah), dan 

kerelaan (at-taradhi) yang menjadi pondasi dalam setiap transaksi 

Islam.12 Di sisi lain, menunjukkan bahwa banyak kasus, baik pihak 

penjual maupun pembeli sebenarnya telah beritikad baik dan 

melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.13 

Akan tetapi, keberadaan giro sebagai instrumen pembayaran 

yang mengandung potensi penundaan atau ketidakpastian pencairan 

membuat transaksi tersebut dapat menimbulkan masalah hukum dan 

syariah, terlebih bila tidak disertai dengan mekanisme kontrol atau 

perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.14 Penyerahan giro 

kosong meskipun tidak disengaja, tetap menimbulkan konsekuensi 

serius dalam akad muamalah. Hal ini karena akad dianggap tidak sah 

secara syariah jika di dalamnya terdapat unsur gharar, baik dari segi 

waktu, nominal, maupun realisasi pembayaran.15 Maka dari itu, 

penting dilakukan evaluasi terhadap penggunaan giro sebagai bentuk 

perlindungan hukum dan moral bagi umat Islam.16  

 

                                                     
12 Atep Hendang Waluya, "Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer", (Kab. 

Banyumas: Wawasan Ilmu), (2025). 
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Buku III tentang 

Perikatan”. 

14 Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Produk dan 

Layanan pada Lembaga Keuangan Non-Bank”. 
15 Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah”. 
16 Benny Djaja, "Hukum Perbankan", (yogyakarta: ANDI, Anggota IKAPI), 

(2020). 
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dan zulm (kezaliman), yang dilarang dalam syariah Islam. Islam 

secara tegas melarang transaksi yang tidak jelas atau merugikan salah 

satu pihak.17 Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, 

penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum 

Islam memandang praktik penggunaan giro sebagai alat 

pembayaran.18  

Hukum positif penggunaan giro telah diatur dan diakui secara 

legal formal, namun tidak secara otomatis menjamin kesesuaian 

dengan nilai-nilai syariah, apalagi jika menimbulkan kerugian atau 

ketidakpastian (gharar).19 Pada penelitian terdahulu umumnya 

mengkaji praktik giro dalam perspektif akad jual beli, dengan fokus 

pada keabsahan transaksi serta terpenuhinya rukun dan syarat jual 

beli. Namun, penelitian ini memiliki arah berbeda, yaitu menelaah 

penggunaan giro dari sudut pandang prinsip-prinsip muamalah, 

khususnya yang berkaitan dengan utang (dayn). Hal ini penting, 

sebab penyerahan bilyet giro pada dasarnya merupakan janji 

pembayaran di kemudian hari yang menimbulkan hubungan utang-

piutang antara pembeli dan penjual. Perlu dilakukan analisis 

mendalam berdasarkan fikih muamalah untuk mengetahui keabsahan 

praktik ini dalam perspektif Islam. Selain memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap 

                                                     
17 Agus Salihin Baiq Ismiati, Sapi’i, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, Feri Irawan, 

"Transakasi Dalam Ekonomi Islam", (Kota Tasikmalaya: Edu Publisher), (2022). 
18 Nurazizah, "Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba 

Operasional Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia", 

(2019). 
19 Rizky Hidayat, “Analisis Hukum Islam terhadap Alat Pembayaran Non-Tunai 

di Pasar Modern”, (Skripsi, IAIN Surakarta), (2021). 



6 

 

 

 

masyarakat muslim agar lebih bijak dalam menggunakan instrumen 

pembayaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana risiko penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada 

pre-order konveksi di Desa Keweden Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan penggunaan 

giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui risiko penggunaan giro sebagai alat 

pembayaran pada pre-order konveksi di Desa Keweden 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan 

penggunaan giro sebagai alat pembayaran pada pre-order 

konveksi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis : 

Penelitian ini membahas kajian dalam hukum ekonomi 

syariah, khususnya terkait praktik penggunaan instrumen giro 

sebagai sarana pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi 

yang masih jarang ditelaah secara komprehensif dari sudut 

pandang muamalah Islam kontemporer. Dalam konteks akad jual 

beli, syariat Islam telah menetapkan rukun serta syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu transaksi dinyatakan sah serta sesuai dengan 
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ketentuan prinsip-prinsip syariah. Adapun rukun dari jual beli 

mencakup adanya penjual serta pembeli dan objek jual beli 

(mabi’), serta terlaksananya proses ijab dan qabul sebagai bentuk 

akad. Sementara itu, syarat-syaratnya meliputi kejelasan objek 

yang diperjualbelikan, kerelaan kedua belah pihak, serta ketiadaan 

unsur gharar (ketidakpastian), riba (tambahan yang dilarang), 

maupun penipuan (tadlis). Penelitian ini penting untuk menelaah 

sejauh mana penggunaan giro dalam akad jual beli pre-order 

konveksi memenuhi rukun dan syarat tersebut, khususnya dalam 

konteks keterlambatan atau ketidakmampuan mencairkan giro. 

2. Kegunaan Praktis : 

Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam memberikan 

pemahaman mengenai akad istishna’, yaitu transaksi pemesanan 

barang dengan kriteria tertentu yang dibuat setelah adanya 

kesepakatan. Akad istishna’ memiliki fleksibilitas pembayaran, 

yang dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang 

selesai diproduksi, selama memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi 

rujukan untuk menilai kesesuaian penggunaan instrumen giro 

dalam akad istishna’, khususnya terkait risiko ketidakpastian 

pencairan dana. Apabila giro tidak dapat dicairkan sesuai 

kesepakatan, maka timbul potensi gharar yang dilarang dalam 

syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu pelaku usaha konveksi dalam menyusun 

mekanisme transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip 

fikih muamalah serta menghindarkan mereka dari praktik yang 

berpotensi merugikan dan tidak sah secara syariah.  
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3. Kegunaan Yuridis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoritis yang relevan terhadap perkembangan hukum ekonomi 

syariah, terutama terkait dengan kajian keabsahan penggunaan 

instrumen pembayaran non tunai, seperti giro, dalam praktik akad 

jual beli maupun pemesanan (pre-order). Secara aplikatif, temuan 

penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha maupun 

lembaga keuangan dalam mengelola transaksi yang berlandaskan 

prinsip syariah, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dan 

memastikan bahwa praktik yang dijalankan tetap sesuai dengan 

rukun serta syarat yang ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Istishna’ 

Istishna’ secara bahasa yakni transaksi pemesanan barang 

kepada produsen dengan kriteria atau spesifikasi yang ditentukan, 

di mana proses pembuatan barang dilakukan setelah akad 

disepakati. Menurut Wahbah al-Zuhaili, istishna’ merupakan akad 

yang dibolehkan oleh mayoritas ulama, terutama Hanafiyah, 

karena dinilai sebagai kebutuhan manusia dalam memenuhi 

keperluan hidupnya.20 Namun, mazhab Syafi’i tidak 

membolehkan istishna’ kecuali jika dipersamakan dengan akad 

salam, sebab dalam pandangan mereka akad tersebut mengandung 

gharar apabila tidak memenuhi syarat-syarat salam, seperti 

kejelasan spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan 

                                                     
20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar 

al-Fikr), (1989), hlm. 275–278. 
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barang. Mekanisme pembayaran  jual beli istishna’ dapat 

dilakukan secara tunai di awal, dicicil sesuai kesepakatan, atau 

dibayarkan setelah barang selesai diproduksi.21 Transaksi ini 

diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku pada 

jual beli istishna’. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan 

tersebut, maka akad istishna’ dianggap tidak sah atau batil.22  

Rukun jual beli istishna’ meliputi: para pihak yang berakad 

(penjual serta pembeli), objek akad (barang sesuai spesifikasi yang 

dipesan), serta akad atau shighat (ijab dan qabul).23 Adapun syarat 

akad jual beli istishna’ diantaranya: adanya para pihak yang 

melakukan akad harus memiliki akal sehat dan kewenangan untuk 

melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak harus saling 

meridhai dan tidak saling mengingkari kesepakatan, serta barang 

yang dipesan dijelaskan secara rinci. Seperti jenis, macam, serta 

ukuran, mutu, dan sifatnya, sehingga objek yang diperjualbelikan 

dapat diketahui dengan jelas.24 

2. Dain (Utang/Piutang) 

Secara etimologis, kata dain berarti kewajiban atau sesuatu 

yang menjadi tanggungan seseorang.25 Dalam terminologi fikih, 

                                                     
21 Dhean Bimantara and Aang Asari, “Akad Analisis Akad Istishna Perspektif 

Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata”, Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4, 

no. 2 (2022): 143–55. 
22 Al Hatthab, “Mawahibul Jalil oleh 4/514, Al Muqaddmat Al 

Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh 

An Nawawi 4/26”, Referensi: https://almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html#_ftn5. 
23 Athailah Junaidy and Yusriadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 

Akad Istishna”, Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law 1, no. 2 (2022): 157–70. 
24 Olga Fatmah Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, “Penerapan Akad Istishna 

Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Transaksi Jual Beli Online”, (Jurnal 

Ekonomi Bisnis Dan Manajemen 2), no. 3 (2024): 178–88. 
25 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz XIII (Beirut: Dar Shadir), (1990), hlm. 142. 
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dain adalah hak finansial yang wajib dibayar oleh seseorang 

kepada pihak lain akibat suatu akad atau sebab hukum tertentu, 

baik berupa harga barang, jasa, maupun pinjaman.26 Menurut 

Wahbah al-Zuhaili, dain merupakan kewajiban yang tertunda 

pembayarannya, yang lahir dari akad muʿawadhah (pertukaran), 

seperti jual beli dengan pembayaran ditunda, maupun dari akad 

tabarruʿ (tolong-menolong), dan qardh (pinjaman).27 

Rukun dain mencakup: pihak yang berhutang (madin), pihak 

yang berpiutang (dain), objek kewajiban yang jelas nilainya, dan 

akad yang sah sebagai sebab timbulnya kewajiban.28 Syarat dain 

adalah: jumlah utang harus jelas dan pasti, waktu pembayaran 

ditentukan, tidak boleh ada tambahan riba, bebas dari gharar yang 

merugikan salah satu pihak, dan para pihak memiliki kecakapan 

hukum untuk berakad.29 Dengan demikian, dain hanya sah bila 

terpenuhi rukun dan syarat tersebut. 

 

3. Sadd al-Dzari‘ah 

Secara bahasa, sadd berarti menutup atau menghalangi, 

sedangkan dzari‘ah berarti sarana atau jalan yang dapat 

menghantarkan pada suatu tujuan.30 Dengan demikian, sadd al-

                                                     
26 Abdul Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Juz III 

(Beirut: Dar al-Fikr), (2003), hlm. 213. 
27 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V (Damaskus: Dar 

al-Fikr), (1989), hlm. 13. 
28 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press), 

(2000), hlm. 91. 
29 Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala al-Mazhab al-Syafi‘i, Juz III 

(Damaskus: Dar al-Qalam), (1992), hlm. 45. 
30 Al-Raghib al-Ashfahani, Mufradat Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), 

(2005), hlm. 348. 
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dzari‘ah bermakna menutup jalan yang berpotensi membawa 

kepada kemudaratan. Dalam istilah fikih, sadd al-dzari‘ah adalah 

kaidah yang digunakan ulama untuk mencegah suatu perbuatan 

yang hukum asalnya mubah, tetapi memiliki potensi kuat 

mengantarkan pada perkara yang haram atau merugikan.31 

Rukun sadd al-dzari‘ah meliputi: adanya perbuatan yang 

asalnya mubah, adanya potensi kuat membawa pada mafsadah, 

dan adanya maslahat lebih besar jika dicegah.32 Syaratnya: potensi 

mafsadah jelas dan nyata, perbuatan yang dilarang memiliki 

kemungkinan besar membawa pada pelanggaran syariah, dan 

penerapannya harus mempertimbangkan keseimbangan maslahat 

dan mafsadah.33 Prinsip ini digunakan dalam muamalah modern 

untuk mencegah praktik yang berpotensi gharar atau merugikan, 

misalnya dalam instrumen pembayaran seperti giro, yang dapat 

menimbulkan kerugian bila tidak dapat dicairkan. 

 

F. Penelitian Relevan 

Setelah penelitian menelusuri berbagai dari sumber yang 

memiliki keterkaitan antara penelitian dengan peneliti yang lain 

dengan topik yang hampir sama, penulis bukanlah yang pertama 

dalam membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan 

Instrumen Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada  Pre-order Konveksi 

Studi Kasus  Di New Golden Desa Keweden Kecamatan Ulujami 

                                                     
31 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz III (Beirut: Dar al-

Kutub al-‘Ilmiyyah), (1991), hlm. 147. 
32 ‘Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Baghdad: Maktabah al-

Quds), (1995), hlm. 312. 
33 Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah 

Wahbah), (1994), hlm. 27. 
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Pertama, Farkhan Marcelino dan Ratu Mawar Kartina Jurnal 

Hukum Responsif 12.1. Dalam Jurnal yang  berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat 

Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli”. Jurnal ini membahas 

permasalahan terkait giro kosong ditinjau dari perspektif hukum 

positif di Indonesia, khususnya terkait bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong berdasarkan 

ketentuan KUHPerdata serta regulasi perbankan Indonesia. Fokus 

utamanya adalah pada aspek wanprestasi dan perlindungan hukum 

bagi pihak penerima giro. Sedangkan penelitian saya membahas 

tentang mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, terutama dari sisi gharar (ketidakpastian) dan adl 

(keadilan).34 

Perbedaan : fokus permasalahan penelitian saya yaitu risiko 

gharar, serta dampaknya terhadap keabsahan giro sebagai alat 

pembayaran pada pre-order konveksi dari sudut pandang syariah. 

Sedangkan di Jurnal fokus permasalahannya yaitu wanprestasi yang 

timbul akibat penerbitan bilyet giro kosong, serta upaya hukum apa 

saja yang bisa dilakukan penerima giro untuk mendapatkan haknya. 

Penelitian saya menggunakan kerangka teori dari fikih muamalah, 

termasuk prinsip-prinsip seperti gharar, adl, dan taradhi sebagai 

dasar analisis. Dalil dari Al-Qur’an serta Hadits digunakan untuk 

                                                     
34 Farkhan Marcelino dan Ratu Mawar Kartina, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli”, 

(Jurnal Hukum Responsif 12.1), (2021). 
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membangun argumen normatif mengenai keabsahan atau 

ketidakabsahan penggunaan giro, sedangkan jurnal tersebut 

menggunakan pendekatan teori dari hukum perdata dan perbankan, 

seperti teori prestasi, wanprestasi, dan perlindungan hukum dalam 

sistem hukum positif. Sumber utama yang digunakan adalah 

KUHPerdata, UU Perbankan, serta Surat Edaran Bank Indonesia. 

Persamaan : terdapat kesimpulan bahwa keduanya membahas 

masalah yang sama, yaitu penggunaan giro dalam transaksi ekonomi 

dan risiko yang muncul ketika giro tidak dapat dicairkan (giro 

kosong). Jurnal tersebut menekankan pada perlindungan hukum 

nasional bagi penerima bilyet giro yang kosong dari sisi hukum 

perdata dan perbankan, sedangkan penelitian saya mengkaji masalah 

tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya pada giro sebagai 

alat pembayaran pada pre-order konveksi. Meskipun menggunakan 

pendekatan hukum yang berbeda antara hukum positif dan hukum 

syariah.  

Kedua, Rizqi Mubarok mahasiswa IAIN Pekalongan. Dalam 

skripsi yang berjudul “Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan 

Pengasuh Pondok Pesantren Di Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan”. Skripsi ini mengkaji temuan terkait salah satu aspek 

penting dalam aturan ekonomi yang dibahas dalam fikih muamalah, 

yakni mengenai praktik jual beli. Sepanjang sejarah peradaban 

manusia, terdapat berbagai bentuk transaksi jual beli, sebagian di 

antaranya diakui secara syar’i, sementara yang lain ditolak. Salah satu 

bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli gharar. Larangan ini 

diberlakukan karena adanya unsur ketidakjelasan dalam akad, seperti 

praktik pertaruhan dan perjudian, ketidakpastian jumlah atau ukuran 
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objek, serta kemungkinan objek tersebut tidak dapat diserahkan. 

Dalam praktiknya, transaksi seperti ini sering kali melibatkan 

ketidakpastian terkait jenis, bentuk, maupun karakteristik objek akad, 

serta tidak memberikan hak-hak perlindungan bagi pembeli, seperti 

khiyar atau mekanisme sejenis lainnya.35 Perbedaannya : fokus pada 

penelitian, skripsi yang dikaji Rizqi Mubarok berfokus pada 

pandangan pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke. 

Persamaannya : terdapat topik utama, kedua penelitian sama-sama 

membahas tentang giro, namun dari kedua penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan atau kajian yang berbeda. 

Ketiga,  Masitah Pohan mahasiswa Universitas Muhamadiyah 

Sumatera utara. Dalam Jurnal yang berjudul “Penggunaan Cek dan 

Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”. 

Dalam Jurnal ini membahas penggunaan giro sebagai alat 

pembayaran dalam transaksi bisnis serta risiko hukum yang muncul 

apabila terjadi giro kosong atau penundaan pencairan. Kedua 

penelitian tersebut membahas implikasi hukum dari penggunaan giro 

dalam konteks transaksi ekonomi, baik dari sisi hukum positif 

maupun aspek hukum perdata.36 Namun, terdapat perbedaan 

mendasar dalam perspektif hukum yang digunakan : penelitian saya 

lebih ke sudut pandang hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip 

muamalah seperti gharar, adl, dan taradhi, serta mengkaji keabsahan 

giro dalam kerangka syariah jika digunakan Sebagai alat pembayaran 

                                                     
35 Rizqi Mubarok, “Mlisitke Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh 

Pondok Pesantren Di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, (Skripsi IAIN 

Pekalongan), (2020). 
36 Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang 

Menimbulkan Kerugian Perdata”, (Universitas muhamadiyah Sumatera utara), (2020). 
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pada pre-order konveksi. Sementara itu, jurnal Masitah Pohan lebih 

fokus pada aspek hukum positif dan perdata, terutama terkait 

konsekuensi hukum wanprestasi, perlindungan hukum bagi pihak 

yang dirugikan, serta regulasi formal yang mengatur penggunaan giro 

sebagai instrumen transaksi. Selain itu, ruang lingkup penelitian 

penulis lebih spesifik, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis empiris dan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap 

keabsahan penggunaan giro dalam sistem pre-order konveksi dengan 

pencairan di Kospin Jasa. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

pemenuhan rukun dan syarat akad dalam Islam. Sedangkan jurnal 

tersebut membahas secara umum penggunaan giro dalam transaksi 

bisnis. Meski berbeda pendekatan, kedua penelitian tersebut memiliki 

pembahasan yang hampir sama bahwa penggunaan giro harus 

dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari kerugian dan 

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. 

Keempat, Milyatul Farihah, Kamilia Sari, Sumriyah Sumriyah 

Universitas Trunojoyo Madura. Dalam Jurnal yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet 

Giro dalam Bisnis Perdagangan”. Dalam jurnal ini membahas bilyet 

giro sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi bisnis. Kedua 

penelitian sama-sama membahas penggunaan bilyet giro atau giro 

dalam konteks perdagangan dan menyoroti tantangan serta 

dampaknya dalam praktik bisnis.37 Namun, perbedaan muncul dari 

pendekatan dan fokus utama penelitian. Jurnal tersebut lebih pada 

                                                     
37 Milyatul Farihah, Kamilia Sari, Sumriyah Sumriyah, “Pengaruh Penerapan 

Teknologi Digital Terhadap Penggunaan Bilyet Giro dalam Bisnis Perdagangan”, 

(Universitas Trunojoyo Madura), (2023). 
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kepengaruh perkembangan teknologi digital terhadap penurunan 

penggunaan bilyet giro di sektor ritel dan bisnis perdagangan secara 

umum. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pada tinjauan 

hukum Islam atas penggunaan instrumen giro sebagai alat 

pembayaran pada pre-order konveksi, dengan fokus pada prinsip-

prinsip syariah seperti larangan gharar dan zulm. Adapun metode 

penelitian yang diterapkan dalam jurnal tersebut menggunakan 

pendekatan hukum normatif dengan landasan konseptual, sedangkan 

penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan 

berlandaskan pada norma-norma hukum positif dan prinsip syariah 

secara integratif. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan konteks, 

kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami 

dinamika penggunaan giro dalam transaksi modern, baik dari sisi 

ekonomi bisnis maupun aspek kehalalan dalam Islam. 

Kelima, Andi Nurmasita IAIN ParePare. Dalam Skripsi yang 

berjudul “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN 

Syariah ParePare”. Dalam skripsi ini membahas persamaannya 

terletak pada topik utama, yaitu sama-sama membahas penggunaan 

giro dalam transaksi ekonomi serta risiko hukum yang muncul dari 

penggunaannya, khususnya ketika terjadi giro kosong atau 

penundaan pencairan. Selain itu, baik penelitian penulis maupun 

jurnal lain menekankan pentingnya kejelasan, kepastian, dan 

tanggung jawab dalam penggunaan instrumen giro agar supaya tidak 

merugikan salah satu pihak dalam transaksi.38 Namun, perbedaannya 

terdapat pada pendekatan, fokus, dan kerangka teoritis yang 

                                                     
38 Andi Nurmasita, “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN 

Syariah ParePare”, IAIN ParePare (2020). 
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digunakan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris dengan kerangka teori dari fikih muamalah, seperti prinsip-

prinsip gharar (ketidakpastian), adl (keadilan), dan taradhi 

(kerelaan) sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi apakah praktik 

penggunaan instrumen giro sebagai alat pembayaran pada pre-order 

konveksi sesuai dengan prinsip syariah. Dalil-dalil dari Al-Qur’an 

dan Hadits yang menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan 

atau ketidakabsahan penggunaan giro dalam konteks transaksi 

syariah. Sementara itu, skripsi Andi Nurmasita lebih banyak 

menggunakan pendekatan hukum positif, seperti teori prestasi, 

wanprestasi, perlindungan hukum, dan regulasi formal seperti 

KUHPerdata, UU Perbankan, dan Surat Edaran Bank Indonesia 

sebagai acuan utama. Fokus mereka lebih kepada aspek hukum 

perdata dan perbankan, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan 

penerima giro jika mengalami kerugian karena giro kosong. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum dijalankan 

dalam praktiknya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi 

dimasyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan secara 

langsung terhadap kondisi aktual di lapangan untuk memperoleh 

fakta dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti akan 

melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, lalu 
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menyusun langkah-langkah penyelesaiannya.39 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu metode 

ilmiah yang berorientasi pada pemahaman fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan menitikberatkan pada proses 

terjadinya fenomena tersebut.40 Pendekatan kualitatif dipilih untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek 

penelitian, yakni mengenai bagaimana praktik penggunaan 

instrumen giro sebagai alat pembayaran pada pre-order konveksi 

di Desa Keweden Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika, 

realitas sosial, serta persepsi para pelaku usaha dan pihak terkait 

secara lebih utuh dan kontekstual. 

3. Sumber Data 

a. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung 

dari sumber utama, baik dari segi individu maupun perorangan. 

Data ini dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian melalui 

metode observasi atau wawancara (interview). 

b. Sebagai sumber pelengkap, data sekunder berperan dalam 

mendukung data primer dan diperoleh melalui telaah pustaka, 

meliputi buku, skripsi, dan jurnal terkait topik penelitian ini.41 

 

                                                     
39 Ansori, “Pendekatan Yuridis Empiris”, Paper Knowledge, Toward a Media 

History of Documents 3,  (2015): 49–58. 
40 Jurnal Teknologi et al, “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , 

Tahapan , Dan Analisis Data", Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP 

) 02, no. 03 (2025): 793–800. 
41 Penerbit Deepublish, “Data Primer dan Data Sekunder dalam Kegiatan 

Penelitian”, (2023). 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang 

relevan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara 

dilaksanakan dengan pelaku usaha konveksi selaku penjual 

serta pihak pembeli yang memanfaatkan instrumen giro dalam 

transaksi pre-order. 

b. Observasi  

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara 

mengamati objek secara langsung terhadap aktivitas pelaku 

usaha konveksi selaku penjual serta para pembeli yang 

memanfaatkan instrumen giro dalam transaksi pre-order. 

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat 

faktual mengenai mekanisme penggunaan giro sebagai alat 

pembayaran, termasuk interaksi antara penjual dan pembeli, 

serta kondisi dan situasi yang melatarbelakangi pelaksanaan 

transaksi tersebut di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi didalam penelitian ini 

dimanfaatkan untuk memperoleh data melalui berbagai 

dokumen yang relevan, khususnya bilyet giro yang dijadikan 

sebagai sumber utama. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memperkuat serta melengkapi temuan dari hasil wawancara 

dan observasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai penggunaan bilyet giro dalam 
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transaksi pre-order pada usaha konveksi.42  

5. Metode Analisis Data 

Didalam penelitian ini, teknik menganalisis data yang 

diterapkan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang 

mencakup tiga tahapan pokok, yakni reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, yaitu 

kegiatan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengabstraksikan data mentah yang didapatkan dari lapangan 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya 

adalah untuk menyoroti hal pokok yang berkaitan langsung 

dengan fokus penelitian, yakni penggunaan instrumen giro 

dalam transaksi pre-order konveksi. 

b. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk narasi 

deskriptif, dilengkapi dengan kutipan hasil wawancara, serta 

ditampilkan dalam tabel atau matriks apabila diperlukan. 

Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman 

terhadap pola-pola dan keterkaitan antarvariabel yang diteliti, 

sekaligus memberikan gambaran yang sistematis dan 

terorganisasi mengenai temuan penelitian di lapangan. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data 

disajikan secara utuh dan menyeluruh. Peneliti menarik makna 

dan menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pola, tema, 

dan hubungan antar kategori yang muncul dari data. 

Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah apabila 

                                                     
42 LPM Penalaran UNM, “Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, 

(2023). 
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ditemukan data baru, sehingga memerlukan proses verifikasi 

secara berulang agar dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.43 

Penerapan model Miles dan Huberman dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam 

dan menyeluruh terhadap fenomena sosial yang dikaji, sekaligus 

menghasilkan interpretasi yang akurat dan sahih mengenai praktik 

penggunaan giro sebagai instrumen pembayaran dalam tinjauan 

hukum Islam. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, memuat uraian awal yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian. Bagian ini terdiri atas latar belakang 

masalah yang mendeskripsikan fenomena penggunaan instrumen 

giro pada pre-order konveksi di Desa Keweden Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang, rumusan masalah yang merumuskan 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan sasaran 

yang ingin dicapai, kegunaan penelitian yang meliputi kegunaan 

teoritis, praktis, dan yuridis, kerangka teoritik sebagai pijakan 

analisis, penelitian relevan yang berkaitan dengan kajian terdahulu, 

metode penelitian yang menggambarkan pendekatan serta teknik 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan sebagai deskripsi 

umum susunan bab didalam penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori, memuat 

pembahasan mengenai konsep-konsep dan teori yang berkaitan 

                                                     
43 Ash-Shiddiqi, H., Wahyuni Sinaga, R., & Audina, N. C. “Kajian Teoritis: 

Analisis Data Kualitatif”, Edukatif, 3(2), 333–343, (2025). 
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dengan penelitian. Pada bab ini diuraikan kajian tentang instrumen 

giro dalam transaksi jual beli, konsep akad jual beli dalam hukum 

Islam, akad istishna’, akad dain (utang-piutang), serta prinsip-

prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai dasar analisis dalam 

penelitian. 

Bab III Transaksi Pre-order Konveksi, berisi pemaparan data 

dan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan. Bab ini 

menguraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi praktik 

transaksi pre-order konveksi yang menggunakan instrumen giro, 

serta pandangan penjual dan pembeli terhadap mekanisme transaksi 

yang berlangsung di Desa Keweden, Kecamatan Ulujami, 

Kabupaten Pemalang. 

Bab IV Analisis Praktik Penggunaan Giro Dalam Transaksi 

Pre-order Konveksi, memuat analisis dan pembahasan terhadap 

hasil penelitian yang telah disajikan pada BAB III. Analisis 

dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan 

prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif fikih 

muamalah, guna menilai keabsahan penggunaan instrumen giro 

sebagai alat pembayaran dalam transaksi pre-order konveksi. 

Bab V Penutup, memuat kesimpulan sebagai jawaban dari 

rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang 

bersifat konstruktif bagi para pelaku usaha, masyarakat, maupun 

pihak terkait agar praktik penggunaan giro selaras dengan prinsip 

hukum Islam. Penutup ini juga memberikan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya agar memperluas kajian terhadap instrumen 

pembayaran lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis 

dengan pendekatan yuridis empiris serta dikaji melalui perspektif 

fikih muamalah, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi 

pre-order konveksi di New Golden Desa Keweden mengandung 

risiko nyata yang merugikan pihak penjual. Risiko tersebut 

meliputi terjadinya giro kosong akibat saldo tidak mencukupi, 

keterlambatan pencairan dana, serta wanprestasi dari pihak 

pembeli. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian penerimaan 

pembayaran dan berdampak langsung pada terganggunya arus kas 

usaha, karena penjual telah mengeluarkan biaya produksi sebelum 

pembayaran diterima secara efektif. 

2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penggunaan bilyet giro 

dalam transaksi pre-order konveksi di New Golden dinyatakan 

belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini disebabkan 

oleh adanya unsur ketidakpastian (gharar) dalam realisasi 

pembayaran, tidak terpenuhinya prinsip keadilan (al-‘adl), serta 

lemahnya kepastian (al-bayyinah) terkait ketersediaan dana pada 

saat pencairan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan risiko yang 

lebih besar ditanggung oleh pihak penjual, sehingga menimbulkan 

kerugian dan ketidakadilan dalam akad. Dengan demikian, 

penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi 

115 
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pre-order konveksi secara faktual menimbulkan ketidakpastian 

pembayaran dan berpotensi merugikan, sehingga praktik tersebut 

tidak mencerminkan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum 

Islam. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pelaku Usaha Konveksi 

Pelaku usaha konveksi disarankan untuk tidak menjadikan 

bilyet giro sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi pre-

order, mengingat tingginya risiko ketidakpastian pencairan. 

Penjual perlu mengutamakan sistem pembayaran yang memiliki 

kepastian, seperti pembayaran tunai di muka atau pembayaran 

bertahap yang jelas realisasinya. Selain itu, penggunaan perjanjian 

tertulis yang memuat sanksi tegas atas keterlambatan atau 

kegagalan pembayaran perlu diterapkan untuk meminimalisir 

risiko wanprestasi. 

2. Bagi Konsumen 

Pembeli wajib memastikan ketersediaan dana pada saat jatuh 

tempo bilyet giro serta melaksanakan kewajiban pembayaran 

sesuai kesepakatan. Tindakan menerbitkan giro tanpa dukungan 

dana yang cukup harus dihindari karena merugikan pihak penjual 

dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. 

3. Bagi Regulator Dan Lembaga Keuangan 

Lembaga perbankan dan otoritas terkait perlu memperketat 

pengawasan terhadap penerbitan bilyet giro, khususnya dengan 

memastikan adanya kecukupan dana sebelum instrumen 

digunakan dalam transaksi. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang 



117 
 

 

 

lebih tegas terhadap pelaku penerbitan giro kosong guna 

memberikan efek jera dan perlindungan kepada pihak penerima. 

4. Bagi Peneliti Selanjutya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

kajian yang lebih luas mengenai penggunaan instrumen 

pembayaran dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya terbatas 

pada bilyet giro, tetapi juga mencakup instrumen pembayaran 

digital yang semakin berkembang, sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan 

hukum ekonomi syariah. 
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